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Abstract
Received: 03 Juni 2024 Good corporate governance mapping is the key to a company's
Revised : 10 Juni 2024 success in getting added value to target goals in the long term or short

term. Mapping good corporate governance is a new idea that is currently
developing in the business world. Corporate governance is governance
that is usually used with the aim of managing the running of a company.
This governance has a large and broad impact in determining the
company's goals and in the company's efforts to achieve the desired
targets. Another impact is on the performance of a company so that it runs
more optimally. Therefore, it is mandatory for corporations to implement
Good Corporate Governance. On the other hand, implementing Good
Corporate Governance Principles does not only require professional or
ethical encouragement but is also driven by existing regulations.
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PENDAHULUAN

Tata kelola menjadi suatu bentuk yang fundamental dalam perhimpunan
karena jika tata kelola yang ada pada perusahaan buruk maka akan berdampak
sangat besar dalam perusahaan tersebut (Bad Corporate Governance) yang mana
akan banyak timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pun akan berakibat
pada kerugian perusahaan karna kurangnya kepercayaan investor.

Manajer professional sangat mungkin untuk bisa menjalankan sebuah
perusahaan yang bahkan tidak memiliki sedikitpun saham diperusahaan tersebut.
Oleh karena hal tersebut, biasanya para manager ini sangat bisa untuk membuat /
mengambil keputusan yang tujuannya sangat tidak sesuai dan malah menimbulkan
kerugian bagi perusahaan dan sero yang dipegang. Pernyataan yang disebutkan
Arijanto (2010:127): sistem kelola apik yang terlaksana disebabkan penjadwalan
yang apik dan terprogram pada kesibukan perusahan, karenanya GCG perlu
diterapkan didalam perusahaan.

Agency theory merupakan landasan adanya konsep dari Good Corporate
Governance (GCG) yang mengemukakan bahwa adanya interaksi dua belah pihak
dalam suatu perusahaan, yaitu pihak manajemen dan pihak pemilik. Bisanya pihak
manajemen lebih mengetahui keadaan perusahaan dibanding dengan pemiliknya itu
sendiri.
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Data yang dimiliki harus dilaporkan oleh pihak manajemen secara
transparan mengenai kondisi  perusahaan pada pihak pemilik, namun pada
kenyataannya terkadang data yang dilaporkan tidak mencerminkan keadaan
sebenarnya. Inilah yang menjadi timbulnya suatu konflik kepentingan dalam suatu
perusahaan.

Konflik ini muncul disebabkan karena terkadang pihak manajemen
melaksanakan suatu hal yang tidak mencerminkan kepentingan dari pihak pemilik,
yang mana hal ini dapat membentuk biaya keagenan (agency cost). Permasalahan
agency cost ini bisa diatasi dengan diterapkannya prinsip Good Corporate
Governence (GCG). (Hart dalam Sayidah,2007)

Report on Institutional Investor Survey tahun 2002 dikaji oleh
Pricewaterhouse Coopers yang mana dalam hal transparansi Indonesia berada di
posisi yang paling rendah bersama dengan negara China dan India.?

Tata kelola yang baik dibutuhkan dalam pengaturan suatu investasi yang
baik. Itikag\d baik menjadi salah satu kunci salam mewujudkan suatu pengelolaan
yang baik dalam suatu perusahaan, serta diperlukannya adanya suatu sikap yang
baru dari pihak birokrasi dalam hal pelayanan kepentingan umum.®

Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimanakah kesesuaian perusahaan dalam pengaplikasian Prinsip GCG
(Good Corporate Governance)?

2. Bagaimanakah Kkorelasi antara tinjauan hukum dan pengaplikasian Prinsip
GCG (Good Corporate Governance) yang pada perusahaan tersebut
mempunyai keterikatan terhadap budaya kinerja?

METODE PEMBAHASAN

Yuridis normatif menjadi metode yang digunakan peneliti dalam
pendekatan penulisan penelitian kesempatan kali ini. Yang mana hukum dan
peraturan perundang-undangan menjadi acuannya. Data kepustakaan menjadi
sumber dalam penelitian kali ini. Data sekunder dikumpulkan dengan
menggunakan banyak sumber yang nantinya menjadi bahan pustaka dan akan
mempunyai korelasi kuat dengan permasalahan menjadi penelitian merupakan
bentuk jenis data yang dipakai peneliti. Peneliti menggunakan bentuk 231ustaka
dan hukum sebagai bahan penelitian yang biasa diketahui sebagai Analisa kualitatif.
Analisa ini dilaksanakan dengan penafsiran dari hasil data penelitian yang hasilnya
disusun secara sistematis dan sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia,
Ray Indonesia, Jakarta, 2005, hlm:56.
3 Muhamad Sadi Is, Hukum Perusahaan Di Indonesia, (Jakarta:Kencana,2016), Him.217
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1. Prinsip-prinsip Good Corporate  Governance (GCG) Dalam
Perusahaan

corporate goverance pertama kali disebarluaskan sebagai suatu istilah
olen Cadbury Committee tepatnya di tahun 1992, biasa diketahui dengan
Cadburry Report. Hal ini banyak menjadi acuan sudut pandang dan menjadi turning
point yang merubah semua praktik Corporate Gorvernance®*. pendefinisian terkait
corporate governance yang dikemukakan oleh Cadbury Committee bahwa
Regulations within the scope of creditors, employees, shareholders, government
managers and also internal stakeholders regulated in an agreement in order to
meet external and internal needs, this certainly relates to the rights and
responsibilities held by the parties®.

Yang terkandung dalam penjelasan ini corporate governance dihitung
sebagai bentuk tata kelola dimana penggunaannya diatur pada sebuah perusahaan.
Tata kelola ini memiliki dampak yang besar dalam membidik tujuan perusahaan.
Corporate governance sangat berpengaruh dalam perubahan kinerja bisnis agar
lebih maksimal dan sebagai tolak ukur dalam mengendalikan resiko dalam suatu
bisnis perusahaan®.

Salah satu indikasi dari penyalahgunaan jabatan bisa berasal dari Corporate
governance yang kurang sehat serta lemahnya etika yang ada dalam suatu
perusahaan yang mana hal ini bisa sangat merugikan para anggota dari suatu
perusahaan, terkhusus para pemegang sero, kreditur, karyawan dan perusahaan
penyuplai (distributor)’.

Good corporate governance (GCG) memberikan nilai tambah (value
added) para perusahaan untuk mentata tata kelola perusahaan bagi seluruh
stakeholder (Monks,2003). GCG menekankan dua konsep, a. Hal mutlak bahwa
mengetahui penjelasan terkait ketetapan waktu dan kebenaran informasi menjadi
hak pemegang saham; b. Wajib hukumnya bagi perusahaan untuk memberikan
pengungkapan (disclosure) yang mana seluruh informasi yang berhubungan dengan
perseroan.

Perusahaan yang menggunakan teori GCG (Good Corporate Governance)

Forum Sebuah perkumpulan / Organisasi (perusahaan, kemasyarakatan,
pemerintah)

Model Bentuk tata kelola yang memuat aturan-aturan serta prinsip-
prinsip yang menjadi landasan suatu bisnis sehat pada perusahaan.

Target - Kinerja organisasi yang dapat dikembangkan dengan pesat

- pihak dengan kepentingan mampu menghadirkan nilai jual
secara menyeluruh

- Kesalahan manipulasi pada tata kelola organisasi dapat di cegah
dan dikurangi

*I. Nyoman Tjager, dkk.,Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komuniutas
Bisnis Indonesia, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2003, him.24.

> OECD Dalam I. Nyoman Tjager, dkk., ibid., 2003, hlm.26.

6 Ibid.

7 Siswanto Sutojo & E JThon Aldridge, Good Corporate Governance, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta,
2005, him:4.
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- Memastikan pihak terkait diuntungkan tanpa kerugian dari segala
aspek

Mekanisme Mengatur dan memberikan kejelasan atas tupoksi tupoksi peran,
hubungan, wewenang serta tanggung jawab :
e Pengertian sempit : dari pihak yang terkait yang berhubungan
seperti pemilik dan pemegang saham
e Pengertian luas : berkaitan dengan seluruh pihak yang memiliki
keterikatan.

Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance (GCG)

Lima dasar tang terdapat pada prinsip GCG (Good Corporate Governance)
diantaranya :

1. Transparency (kejelasan), ialah transparansi pada membuat dan mengambil
suatu keputusan serta tranparansi dalam mengungkapkan informasi tentang
perusahaan.

2. Accountability (akuntabilitas), ialah adanya kejelasan mengenai tata kelola,
fungsi dan tangungjawab dari perusahaan agar tata kelola terlaksana dengan
baik.

3. Responsibility (pertanggungjawaban), ialah tanggungjawab dari perusahaan
atas pengelolaan badan hukum yang sehat dengan mengindahkan aturan
yang ada.

4. Independency (keleluasaan), ialah kondisi perusahaan yang semuanya
perjalanan seluruh aspek tidak terdapat benturan dengan aspek lain.

5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), ialah perwujudan dari pemberian
perilaku yang setara terkait dengan seluruh stakeholder dengan adil sesuai
dengan hak / janji dan peraturan yang berlaku.

Corporate governance sangat diperlukan untuk meningkatkan value dari
suatu perusahaan melalui kinerja yang terus menerus diawasi atas aturan yang ada.

Tinjauan hukum dengan pelaksanaan prinsip GCG (Good Corporate
Governance)

Sebenarnya peraturan perihal Perseroan terbatas telah tertera dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tetapi mayoritas masyarakat dalam
menilai dan embuat gagasan peraturan yang mana tidak mencerminkan dan tidak
menjadi solusi keperluan masyarakat dalam bidang hukum perusahaan, sehingga
muncul dialog untuk adanya pengganti peraturan tersebut.
Masyarakat yang berkecimpung dalam bidang hukum perusahaan sangat
mengharapkan dan menunggu diterbitkannya peraturan Undang Undang baru
karena hal tersebut diharapkan akan menjadi perlindungan hukum yang kuat dan
lebih maju dari pada KUHD, karena dalam KUHD tedapat hal-hal dan point yang
tidak cantumkan. Oleh karena itu, terbitlah UU No.1 Tahun 1995 mengenai
Perseroan Terbatas.

Setelah UU No.1 Tahun 1995 terbit alih-alih menjadi solusi dan landasan
hukum bagi perusahaan mengenau Perseroan Terbatas, malah mendapat banyak
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kritikan dari berbagai kalangan di masyarakat karena banyak point-point yang
kurang jelas yang terkandung dalam UU Perseroan Terbatas tersebut.

Keberadaan komite audit memperlihatkan bukti nyata terkait hukum
korporasi juga hukum pasar modal masih tertinggal dalam pengembangan usaha.
Keterlambatan ini dapat dijelaskan dengan persyaratan dan persyaratan komite
audit Indonesia hingga saat ini. Pembentukan Komisi Audit didasarkan pada
ketentuan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep-103/2002 dan
Pedoman pengelolaan Perusahaan yang apik.®

Terdapat 5 (lima) prinsip yang diperlukan kandungannya pada penerapan
corporate governance, antara lain:

1. Perlindungan terhadap seluruh hak Pemegang Saham, Peraturan-peraturan
yang mengatur Perseroan Indonesia tentunya familiar dengan prinsip ini.
Namun, peraturannya relatif sumir, yang mana dominan prinsip yang tidak
digunakan dari yang digunakan.

2. Pemberian Perlakuan yang Sama terhadap Seluruh Pemegang Saham,
Sebenarnya peraturan — peraturan yang mengatur Perseroan di Indonesia
aturannya buka secara holistrik, Pasal 46 ayat (2) UUPT secara tegas
menyebutkan bahwa
Pemegang sero yang memagang hak sama kan dikualifikasi secara sama
pula pada seluruh saham, namun dalam fakta kenyataannya proteksi
terhadap pemegang saham tidak persis. Apabila ingin diteliti secara
mendalam, seharusnya hal ini menjadi suatu bentuk prinsip yang
diutamakan pada pengaturan corporate governance di Indonesia.

3. Peran Stakeholders dan Corporate Governance, Ini ialah prinsip baru yang
terkandung dengan praktik bisnis yang ada di Indonesia yang aturannya
diatuur oleh UUPT tanpa memiliki peraturan yang tegas dan jelas yang
mengatur mengenai prinsip ini.

4. Keterbukaan dan Transparansi, Peraturan — peraturan yang mengatur
mengenai perusahaan di Indonesia hanya baru mengatur mengenai prinsip
disclosure and transparancy yang mana dalam menjalankan tugas —
tugasnya Direksi dan Komisaris harus berlandaskan itikad baik, tidak ada
yang mengatur secara jelas mengenai kewajiban, sanksi dll.

5. Dewan Komisaris terkait responsibilitas (Board of Directors), Corporate
Governace haru memiliki kerangka yang menjamin mengenai pedoman
strategis dari perusahaan, yang mana pengawasan terhadap manajemen
lebih efektif dilaksanakan oleh dewan komisaris. Prinsip ini pun belum
tercantum dan tertulis secara je;as dalam peraturan hukum perusahaan di
Indonesia

Dapat kita perhatikan bahwa prinsip GCG belum terimplikasi kedalam
peraturan — peraturan yang mengatur banyak perusahaan di Indonesia. Dengan
dasar tersebut menjadika prinsip GCG sebagai yang perlu digaris bawahi dan
mebuat suatu alternatif agar bisa memulihkan sektor korporasi di Indonesia.

8 Hasnati, Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good
Corporate Governance, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22-No.6-Tahun 2003, Jakarta, hlm:17.
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Namun, keterbatasan dari peraturan serta regulasi GCG sampai saat ini belum bisa
menuntaskan penyalahgunaan kewenangan di Indonesia.®

KESIMPULAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan intensitas penerapan yang
digunakan untuk mengatur perseroan yang apik terhadap tata kelola. Biasanya
digunakan untuk maksud tertentu, seperti menaikan laba dengan data kepentingan
dari stakeholders. Good Corporate Governance (GCG) memiliki definisi suatu
koordinasi dan proses yang diaplikasikan oleh perseroan untuk mendapatkan nilai
tambah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dengan menerapkan Good
Corporate Governance (GCG) perusahaan akan mendapatkan loyalitas dan
kepercayaan dari investor. Peraturan — peraturan yang belum mengatur mengenai
pihak-pihak yang menjadi bagian di dalam perusahaan berpedoman pada seluruh
bentuk dari Good Corporate Governance (GCG) agar memiliki tanggungjawab
secara nyata. Dengan itulah setelah menjalakan Good Corporate Governance
(GCG) citra perseroan akan efektif kemudian meningkatkan kualitas dari
perusahaan sehingga membuat loyalitas dan kepercayaan dari investor.
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